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ABSTRAK

Pertumbuhan dan perkembangan bank syariah yang pesat penting
untuk dibarengi dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG).
Penerapan ini dalam rangka untuk membangun kepercayaan masyarakat
dan menjamin kepatuhan terhadap sharia compliance. GCG yang
diterapkan di bank syariah sesungguhnya merupakan gabungan antara
teori GCG sendiri ditambah dengan teori tentang sharia compliance
yang pengawasanya dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).
Akan tetapi, dalam penerapan sharia compliance ini bank syariah belum
sepenuhnya sesuai syariah, seperti dalam akad murabahah, mudarabah
dan musyarakah.

Jumlah BPRS mencapai 154 bank sampai dengan tahun 2011. Dari
jumlah tersebut, 31 BPRS di antaranya berada di Jawa Tengah dan D. 1.
Yogyakarta. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka
penelitian ini akan memfokuskan pembahasannya pada bagaimana
penerapan sharia compliance, praktik prinsip-prinsip GCG dan peran
DPS dalam mengawasi penerapan sharia compliance pada BPRS-BPRS
yang berada di wilayah Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta. Alasan yang
melatarbelakangi pemilihan lokasi ini karena jumlah BPRS di wilayah
ini termasuk yang paling banyak di Indonesia.

Dalam penelitian ini terdapat tiga tujuan. Pertama, menganalisis
penerapan sharia compliance pada BPRS-BPRS di Jawa Tengah dan D.
I. Yogyakarta. Kedua, menganalisis praktik prinsip-prinsip GCG pada
BPRS-BPRS di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta. Ketiga,
menganalisis peran DPS dalam penerapan sharia compliance pada
BPRS-BPRS di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta.

Untuk menjawab tiga tujuan penelitian tersebut di atas, metode
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara,
kuesioner dan dokumentasi. Analisis yang digunakan penulis untuk
menganalisa data yang diperoleh dari penelitian adalah analisis
deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis penerapan
sharia compliance, praktik prinsip-prinsip GCG, peran DPS dalam
penerapan sharia compliance pada BPRS-BPRS yang ada di wilayah
Jawa Tengah dan D. l.Yogyakarta.

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan. Pertama, BPRS-BPRS di
Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta dalam menerapkan sharia
compliance adalah dengan menjalankan kegiatannya yang bebas dari
riba, garar dan maisir, kegiatan usahanya halal dan mengelola zakat
sesuai ketentuan syariah. Namun, ada sebuah akad yang belum sesuai
syariah karena mengandung unsur riba, garar dan maisir tergantung
sudut pandangnya, yaitu akad pembiayaan mudarabah dan musyarakah
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karena pembagian bagi hasilnya berdasarkan proyaksi pendapatan dan
bukan pendapatan aktual. Kedua, praktik prinsip-prinsip GCG pada
BPRS-BPRS di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta adalah dengan
menerapkan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesional dan
kewajaran. Ketiga, peran DPS dalam penerapan sharia compliance pada
BPRS-BPRS di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta adalah memberikan
pengarahan dan pemahanam tentang sharia compliance, mengawasi dan
mengevaluasi penerapannya serta melakukan sosialisasi dan edukasi
tentang bank syariah kepada masyarakat.

Penelitian ini dalam ekonomi Islam termasuk dalam kajian
muamalah atau hukum ekonomi Islam. Penerapannya di bank syariah
harus dibarengi dengan penerapan sharia compliance yang
pengawasannya dilakukan oleh DPS. Bank syariah dalam
operasionalnya memerlukan pengelolaan yang baik dengan menerapkan
transparansi  (zablig), akuntabilitas  (amanah),  responsibilitas
(mas’uliyyah), profesional (fatanah)dan kewajaran (“adalah).

Salah satu prinsip ekonomi Islam adalah khi/afah yang memiliki arti
mengelola dan mengatur dengan baik (good governance). Dalam
mengelola lembaga keuangan syariah, pengelola (manajemen) harus
menerapkan prinsip-prinsip nubuwwah (meneladani sifat-sifat Rasul),
seperti tabligh (transparansi), amanah (akuntabilitas), mas’uliyah
(responsibilitas), fatanah (profesional) dan ‘adalah (keadilan) yang
semua sifat-sifat ini merupakan sifat-sifat yang terdapat dalam prinsip
khilafah. Sifat-sifat tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang
meliputi transparansi, akuntabilitas, responsilitas, profesional dan
kewajaran. Dengn demikian, penerapan kelima prinsip GCG tersebut
pada BPRS-BPRS di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta sejalan dengan
salah satu prinsip ekonomi Islam di atas yaitu khilafah. Maka,
kontribusi penelitian ini adalah mendukung prinsip khilatah yang
merupakan salah satu prinsip ekonomi Islam.

Kata kunci : Sharia Compliance, Prinsip-Prinsip Good Corporate
Governance, Peran Dewan Pengawas Syariah dan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah.
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ABSTRACT

The rapid growth and development of the Islamic bank is
important to be coupled with the application of Good Corporate
Governance (GCG). This implementation is aimed in order to build
public confidence by ensuring compliance with sharia compliance.
GCG applied in sharia banks is actually a combination of GCG
theory coupled with theories on sharia compliance in which the
monitoring is carried out by the Sharia Supervisory Board (DPS).
However, in the application of sharia compliance, Islamic banks have
not been fully sharia-compliant, such as in the contract of
murabahah, mudarabah and musyarakah.

The total number of BPRS (Sharia Community Bank) reached
154 banks until 2011. Of these, 31 BPRS were in Central Java and
Yogyakarta. Based on the background of the problem, this study
focused the discussion on how the application of sharia compliance,
the practice of good corporate governance principles and DPS role in
overseeing the implementation of sharia compliance on BPRS
located in Central Java and Yogyakarta. The reason behind the
selection of this location was because these two regions were known
to have relatively many numbers of BPRS in Indonesia.

There were three objectives in this study, i.e., analyzing the
implementation of sharia compliance on the BPRS in Central Java
and Yogyakarta, analyzing the practice of corporate governance
principles in the BPRS in Central Java and Yogyakarta, and
analyzing the role of DPS in the application of sharia compliance on
the BPRS in Central Java and Yogyakarta. To answer the three
research objectives, the data collection methods used were
observation, interviews, questionnaires and documentation. This
study employed descriptive and qualitative analyses, which described
and analyzed the implementation of sharia compliance, the practice
of good corporate governance principles, and the role of DPS in the
application of sharia compliance in BPRS in Central Java and
Yogyakarta.

This study produced three findings. First, the BPRS in Central
Java and Yogyakarta in applying sharia compliance ran their
activities free from usury, gharar and maisir, with lawful business
activities by managing the zakat in accordance with sharia. However,
there was a contract that did not meet the sharia because it contained
elements of usury, gharar and maisir, depending on the point of
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view, namely the financing agreement of mudarabah and
musy arakah because of the division for the income based on revenue
projections and not actual revenue. Second, the practice of good
corporate governance principles in the BPRS in Central Java and
Yogyakarta was to implement transparency, accountability,
responsibility, professional and fairness. Third, the role of DPS in the
application of sharia compliance on the BPRS in Central Java and
Yogyakarta was giving direction and understanding on sharia
compliance, overseeing and evaluating the implementation and
conducting dissemination and education on Islamic banks to the
public.

This research in Islamic economics was included in the study of
muamalah or Islamic economic law. The application in Islamic banks
should be coupled with the application of sharia compliance in which
the supervision is conducted by the DPS. Islamic banks in operation
require good management to implement transparency (tabligh),
accountability (amanah), responsibility mas uliyyah), professional
(fatanah) and fairness (“adalah).

One of the principles of Islamic economics is khilatah which
means managing and regulating well (good governance). In
managing Islamic financial institutions, the management should
apply the principles of nubuwwah (imitating the properties of the
Prophet), as tabligh (transparency), amanah (accountability),
mas’uliyah (responsibility), fathanah ( professional) and ‘adalah
(fairness) that all these properties are properties in khilafah.
principle. The properties are in accordance with the principles of
good corporate governance which include transparency,
accountability, responsibility, professional and fairness. Thus, the
application of the five principles of GCG on BPRS in Central Java
and Yogyakarta was in line with one of the principles of Islamic
economy above, i.e., khilatah. The contribution of this study is
therefore to support the principles of khilatah which is one of the
principles of Islamic economy.

Keywords:  Sharia Compliance, Principles of Good Corporate

Governance, Roles of Sharia Supervisory Board and
BPRS (Sharia Community Bank)
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Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penulisan laporan

PEDOMAN TRANSLITERASI

penelitian ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB)

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987 Tanggal 12 Januari

1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan
| Alief |Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
o ba’ b Be
) ta’ t Te
& sa’ $ Es (dengan titik di
atas)
c jim j Je
c ha h Ha (dengan titik di
bawah)
¢ kha kh Ka dan Ha
s dal d De
3 zal z Zet (dengan titik di
atas)
; ra’ r Er
B zai z Zet
o sin S Es
B syin sy Esdan Ye
sad s Es (dengan titik di
bawah)
~ dad d De (dengan titik
dibawah)
L ta’ t Te (dengan titik
dibawah)
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5 za’ z Zet (dengan titik
dibawah)
¢ ‘ain ‘ Koma terbaik di atas
¢ gain g Ge
. fa’ f Ef
K gaf q Qi
4 kaf k Ka
J lam | El
. mim m Em
B nun n En
3 wawu w We
» ha’ h Ha
s hamzah : Apostrof
¢ ya’ y Ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap
e ditulis muta‘aqqidin
e ditulis ‘iddah

C. Ta’ marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h
4 Ditulis hibbah
EEREN ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab
yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti
shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal
aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu
terpisah, maka ditulis dengan h.
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‘ ERPEVEFRES

| Ditulis |

karamah al-auliya’

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat fathah,
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah saat ini terus mengalami perkembangan dari tahun
ke tahun. Jumlahnya pada tahun 1998 hanya satu bank yaitu Bank
Muamalat Indonesia dan pada tahun 2011 jumlahnya mencapai
ratusan bank syariah sesuai dengan data yang dipublikasi oleh Bank
Indonesia sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

Tabel |
Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

1998 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 2007 |2008 2009 2010 2011

BUS 1 2 3 3 3 3 5 6 11 | 11

uus - 8 15 19 20 25 | 27 | 25 | 23 | 23
BPRS| 76 84 88 92 105 | 114 | 131 | 139 | 150 | 154

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia 2011

Tabel di atas menunjukkan perkembangan bank syariah sampai
dengan tahun 2011. Perkembangannya terus mengalami peningkatan
dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 1998 hanya ada satu Bank
Umum Syariah (BUS) dan 76 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS), maka sampai dengan tahun 2011 jumlahnya telah mencapai
34 bank yang terdiri atas 11 Bank Umum Syariah dan 23 Unit Usaha
Syariah (UUS). Adapun BPRS yang pada tahun 1998 jumlanya
hanya 78 bank, pada tahun 2011 telah mencapai 154 bank.

Pertumbuhan dan perkembangan bank syariah di atas seharusnya
dibarengi dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG).
Penerapan ini menjadi penting mengingat GCG merupakan suatu
sistem pengelolaan perbankan untuk meningkatkan nilai tambah
perusahaan, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai
etika yang berlaku secara umum. Oleh sebab itu, untuk membangun
kepercayaan masyarakat kepada bank syariah dan menjamin
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (sharia compliance)



2

diperlukan penerapan GCG sebagai syarat bagi bank syariah untuk
berkembang dengan baik dan sehat.

GCG merupakan tata kelola bank yang menerapkan prinsip
transparansi,  akuntabilitas, responsibilitas, profesional, dan
kewajaran.? GCG berfungsi untuk mengantisipasi berbagai macam
risiko, baik risiko finansial maupun reputasi. Pentingnya penerapan
GCG di bank syariah ditunjukkan oleh penelitian Lewis dan Algoud.
Menurut penelitian mereka, penerapan GCG yang baik mempunyai
peran yang penting dalam menjaga eksistensi, keberlangsungan dan
perkembangan bank syariah.®

Penerapan GCG di perbankan syariah dalam rangka menjadikan
bank syariah menjadi lebih syar’i mengingat penerapannya pada
industri perbankan syariah harus memenuhi keatuhan pada prinsip
syariah (sharia compliance). Bank syariah dalam menjalankan
operasionalnya harus benar-benar berdasarkan prinsip syariah. Di sisi
lain, arah pengembangan dan regulasi perbankan syariah di Indonesia
adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam
operasionalnya yaitu dengan melaksanakan fatwa-fatwa yang
dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI).

GCG yang diterapkan di bank syariah dan bank konvensional
sesungguhnya adalah sama yaitu sama-sama memiliki lima prinsip.
Akan tetapi menurut Lewis dan Algoud selain menerapkan GCG
seperti yang diterapkan di konvensional, bank syariah juga harus

'Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Pedoman Umum
Good Corporate Governance Indonesia (Jakarta: KNKG, 2006), 2.

’Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 Tentang
Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah (BUS) Dan
Unit Usaha Syariah (UUS) Pasal 1 ayat 10.

*Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaud, Perbankan Syariah, terj. Burhan
Subrata (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), 208-239.

“Ibid., 214.
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menerapkan sharia compliance (kepatuhan pada prinsip syariah).’
Dengan demikian, GCG vyang diterapkan di bank syariah
sesungguhnya merupakan gabungan antara teori GCG sendiri
ditambah dengan teori tentang sharia compliance.

Menurut Bank Indoneia (BI)® dan Komite Nasional Kebijakan
Governance (KNKG)’ di dalam GCG terdapat lima prinsip, yaitu
transparansi,  akuntabilitas, responsibilitas, profesional dan
kewajaran. Adapun, unsur-unsur yang terdapat di dalam sharia
compliance menurut Qawi dan ‘Ismah adalah tidak ada riba, garar,
maisir dalam seluruh transaksi bank syariah, amanah, menjalankan
kegiatan usaha yang halal dan mengelola zakat sesuai ketentuan
Islam.®

Sampai saat ini belum ada peraturan Peraturan Bank Indonesia
(PBI) atau sekarang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang
mewajibkan BPRS untuk menerapkan Good Corporate Governance.
Bank syariah sesuai Peraturan Bank Indonesai (PBI) yang ada yang
diwajibkan untuk menerapkan GCG hanya Bank Umum Syariah
(BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Namun demikian,
berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis
menunjukkan bahwa BPRS-BPRS yang yang ada di Jawa Tengah
dan D. I. Yogyakarta telah menerapkan prinsip-prinsip yang ada di
GCG, seperti prinsip transparansi, responsibilitas dan kewarajaran.’

*Ibid., 214.

°PBI No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate
Governance Bagi BUS Dan UUS Pasal 1 ayat 10.

’Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Pedoman..., 5-7.

%Jsmah Osman dkk, “Customers Satisfaction in Malaysian Islamic
Banking”, Journal of Economics and Finance Vol. | No. 1 February, 2009, 201 dan
Abdulgawi Othman dan Lynn Owen, “Adopting And Measuring Customer Service
Quality (SQ) in Islamic Banks: A Case Study in Kuwait Finance House,
International Journal Of Islamic Financial Services Vol. 3. No. 1, 2001, 11.

*Wawancara dengan Anggoro Wignyo Saputro Direktur Utama BPRS
Bina Amanah Satria pada tanggal 6 Juni 2011, Aman Waliyudin Direktur Utama
Buana Mitra Perwira pada tanggal 6 Juni 2011 dan Firdaus Efendi Direktur Utama
BPRS Khasanah Umat pada tanggal 13 Juli 2011.



4

Dalam penerapan prinsip transparansi, BPRS-BPRS tersebut
dengan rutin mempublikasikan laporan keuangannya di Internet
maupun di papan pengumuman BPRS. Dalam penerapan prinsip
responsibilitas, BPRS-BPRS tersebut memiliki kepedulian terhadap
masyarakat sekitar dengan memberikan santunan kepada yang tidak
mampu. BPRS-BPRS tersebut juga telah menerapkan prinsip
kewajaran kepada karyawan maupun nasabah. Fakta-fakta di
lapangan ini menunjukkan bahwa BPRS-BPRS tersebut dengan
kesadaran sendiri menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam rangka
untuk mengakomodir kepentingan semua stakeholder.

Akan tetapi dalam hal penerapan sharia compliance yang
merupakan bagian dari GCG, BPRS-BPRS di Jawa Tengah dan D. 1.
Yogyakarta belum sepenuhnya dalam menerapkannya karena masih
dijumpai pengyimpangan. Beberapa akad hampir sama dengan akad
yang ada di bank konvensioanl dan perbedaannya hanya dari segi
istilah saja. Ini dikhawatirkan sebagian masyarakat menjadi
beranggapan bahwa bank syariah dengan bank konvensional sama
saja. Sebagian mereka juga ada yang menolak untuk menggunakan
bank syariah karena belum sepenuhnya syariah.**

Dalam murabahah misalnya, penentuan margin sepenuhnya
dilakukan oleh bank syariah dan juga tidak ada transparansi dalam
penentuan harga seperti yang seharusnya berlaku dalam akad
murabahah. Bank syariah juga tidak menyerahkan barang kepada
nasabah tetapi memberikan uang langsung secara tunai dan tidak
mengharuskan nasabah menyerahkan bukti pembelian barang.
Sedangkan dalam pembiayaan mudarabah dan musyarakah, jumlah

101 i
Ibid.
""M. Nazori Madjid, “Nuansa Konvensional Dalam Perbankan Syariah,”
Nalar Figh: Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Vol. 3 No. 1
Tahun 2011, 7-9.
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uang yang harus disetorkan nasabah ke bank syariah ternyata telah
ditetapkan di muka.'?

Bentuk-bentuk penyimpangan di atas harus segera dicarikan
solusinya, bank syariah harus menyadari apabila hal ini sering terjadi
maka akan menghadapi risiko reputasi (reputation risk) yang
bermuara pada kekecewaan masyarakat dan sekaligus merusak
citranya yang akan menghambat perkembangannya. Apabila
penyimpangan-penyimpangan dalam penerapan sharia compliance di
atas disebabkan kurang maksimalnya pengawasan Dewan Pengawas
Syariah (DPS) karena minimnya tingkat pengetahuannya tentang
ilmu ekonomi dan perbankan syariah, maka pengangakatannya ke
depan harus memperhatikan kompetensinya dan tidak lagi hanya
berdasarkan kepada kharisma dan kepopulerannya di tengah
masyarakat.'®

DPS dalam struktur bank syariah berada sejajar dengan Dewan
Komisaris.** Jika Dewan Komisaris memiliki peran sebagai
pengawas kinerja bank syariah, maka DPS juga berperan sebagai
pengawas bank syariah tetapi yang berkaitan penerapan sharia
compliance.”® Oleh sebab itulah keberadaan DPS di bank syariah
sangatlah penting sebagai pihak yang memiliki peran di dalam
sebuah pengawasan operasionalnya agar benar-benar berjalan sesuai
dengan landasan syariah yang murni dan tidak hanya namanya saja.

2Wawancara dengan Aman Waliyudin Direktur BPRS Buana Mitra pada
tanggal 1 Oktober 2011.

BDalam struktur bank syariah, terdapat sebuah dewan yang berperan
untuk mengawal dan mengawasi penerapan sharia compliance dalam kegiatan
usahanya. Anggotanya terdiri dari ahli di bidang figh muamalah yang mengetahui
pengetahuan umum di bidang perbankan dan kemampuan lain yang relevan dengan
tugas kesehariannya. DPS di dalam mengawasi operasional bank syariah harus
mengacu kepada fatwa-fatwa DSN untuk memastikan kesesuaian produk dan jasa
bank dengan ketentuan ketentuan dalam fatwa tersebut. Lihat Zainul Arifin, Dasar-
Dasar Manajemen Bank Syariah, cet. Ke-3 (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), 106

“Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI) N0:1501/2000 Tentang Pedoman Dasar DSN MUI Bagian Struktur DPS.

Ibid.
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DPS diharapkan dapat menjamin dan memastikan bahwasannya
suatu bank syariah dalam semua kegiatannya telah menerapkan
prinsip syariah.

Dengan demikian, peran DPS dalam penerapan GCG di bank
syariah adalah sebagai pengawas penerapan sharia compliance yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan GCG
sendiri. Sehingga, peran yang dijalankan oleh DPS dalam penerapan
GCG adalah sebagai pihak yang mendorong dan memastikan
penerapan salah satu unsur GCG di bank syariah yaitu penerapan
sharia compliance. Adapun, pengawasan penerapan GCG sendiri
apabila nantinya ada peraturan yang mengatur penerapan GCG di
BPRS, maka tentunya dilakukan oleh pihak yang membuat peraturan
tersebut yang dalam hal ini adalah OJK. Dengan demikian,
pengawasan penerapan GCG di bank syariah dilakukan oleh dua
pihak yaitu DPS dan OJK.

Penelitian-penelitian tentang GCG, sharia compliance dan peran
DPS di bank syariah sudah dilakukan. Penelitian-penelitian tentang
GCG di bank syariah menunjukkan bahwa penerapan GCG
mempunyai peran penting dalam eksistensi bank-bank syariah®® dan
penerapan GCG di bank syariah berpengaruh terhadap reputasi dan
kepercayaan nasabah pada bank syariah.!” Penelitian-penelitian
tentang sharia compliance menunjukkan bahwa bank-bank syariah di
Malaysia masih kurang dalam melaksanakan kepatuhan pada prinsip
syariah,'® sedangkan, hasil penelitian Nurkholis menunjukkan
sebaliknya bahwa penerapan pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro

®Marvyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, “Corporate, Governance in
Islamic Banking: Case of Bahrain,” International Journal of Business Studies, Edisi
VII, 1999, 12.

''Siti Maria Wardayati, “Implikasi Sharia Governance Terhadap Reputasi
Dan Kepercayaan Bank Syariah” Jurnal Walisongo Vol. 19, No. 1 Mei 2011 6.

Haji Besar dkk, “The Practice of Sharia Review as Undertaken by
Islamic Banking Sector in Malaysia”, diakses 26 Desember 2011,
www.bizresearchpapers.com.
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Syariah di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan prinsip syariah.*
Sedangkan, penelitian-penelitian tentang DPS menunjukkan bahwa
DPS menghadapi ketidakmandirian dalam menjalankan perannya®,
pengawasan DPS belum efektif dalam mengawasi penerapan prinsip
syariah,?! dan peran dan tanggung jawab DPS di bank syariah belum
maksimal.?

Mencermati penelitian-penelitian terdahulu di atas, nampaknya
kelemahan penelitian-penelitian tentang GCG belum mengaitkannya
dengan sharia compliance. Sedangkan, penelitian-penelitian tentang
sharia compliance belum mengaitkannya dengan DPS sebagai
pengawasnya. Sehingga, hasilnya belum bisa memberikan gambaran
yang utuh tentang bagaimana peran DPS dalam penerapan GCG dan
sharia compliance di bank syariah. Maka, nilai tambah yang
diharapkan dari penelitian ini dibanding penelitian-penelitian
terdahulu adalah akan mengkaji ketiga hal tersebut secara bersama-
sama.

Berdasarkan pemaparan data-data di atas, maka penelitian ini
akan mengkaji tentang praktik prinsip-prinsip Good Corporate
Governence (GCG), sharia compliance dan peran DPS dalam
mengawasi sharia compliance tersebut. Penelitian ini juga akan
mengkaji kendala-kendala yang dihadapi oleh bank syariah dalam
pelaksanaan ketiga hal tersebut. Sehingga, melalui penelitian ini
diharapkan dapat menyumbangkan tawaran pemecahan salah satu

Nur Kholis, Kajian Terhadap Praktik Pembiayaan Lembaga Keuangan
Mikro Syariah di Kabupaten Sleman Yogyakarta, (Yogyakarta: Direktorat
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Ull, 2007), 2.

“Wafik Grais and Matteo Pellegrini, “Corporate Governance and Sharia
Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services”, Policy Research
Working Paper World Bank, 2006, diakses 5 Juli 2009, www.econ.worldbank.org.

?'Abdul Hayyi, Efektifitas Pengawasan Bank Syariah Studi Terhadap
Pengawasan Syariah BPRS di Kota Matararam, Tesis tidak diterbitkan. Program
Pasca Sar%'ana UIN Sunankaligaja Yogyakarta, 2011, 141.

2yusuf Suhendi, Peran..., 74.
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permasalahan yang dihadapi oleh bank syariah sehingga dapat
berkembang dengan baik.

Walaupun sampai saat ini belum ada kewajiban bagi BPRS untuk
menerapkan GCG sebagaimana dipaparkan sebelumnya, namun
untuk meningkatkan daya saing BPRS dan dan lebih meningkatkan
kepatuhan pada prinsip syariah, maka BPRS perlu menerapkan GCG.
Panduan yang digunakan oleh penulis untuk melihat bagaimana
praktik prinsip-prinsip GCG tersebut dalam penelitian ini adalah PBI
No. 8/4/2006 tentang penerapan GCG bagi Bank Umum, PBI No.
11/33/2009 tentang penerapan GCG bagi BUS dan UUS, Pedoman
Umum GCG Indonesia,® Prinsip Dasar dan Pedoman Pelaksanaan
GCG Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional
Kebijakan Governance (KNKG).?*

Bank syariah menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah
(BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Persamaan di
antara keduanya adalah sama-sama berkewajiban untuk menerapkan
sharia compliance dalam kegiatan usahanya. Perbedaannya adalah
dalam hal pelayanan yang diberikan kepada nasabah. BUS dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran,
sedangkan BPRS dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam
lalu lintas pembayaran.?

Perkembangan jumlah BPRS dari tahun ke tahun terus
mengalami peningkatan. Jumlah BPRS telah mencapai 154 bank
sampai dengan tahun 2011 sesuai data statistik perbankan syariah
yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Jumlah tersebut tersebar ke
seluruh propinsi yang ada di wilayah nusantara. Dari jumlah tersebut,

“Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Pedoman ..., 2006.

**Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Prinsip Dasar dan
Pedoman Pelaksanaan GCG Perbankan Indonesia (Jakarta: KNKG, 2012).

®Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
Pasal 1 ayat 7-9.
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31 BPRS di antaranya berada di wilayah propinsi Jawa Tengah dan
Daerah Istimewa Yogyakarta.?

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan pada latar belakang
di atas, maka penelitian ini akan memfokuskan pembahasannya pada
bagaimana penerapan sharia compliance, praktik prinsip-prinsip
GCG dan peran DPS dalam penerapan sharia compliance pada
BPRS-BPRS yang berada di wilayah Jawa Tengah dan D. I
Yogyakarta. Alasan yang melatarbelakangi pemilihan lokasi dalam
penelitian ini karena jumlah BPRS pada wilayah tersebut termasuk
yang paling banyak di Indonesia.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sharia compliance pada BPRS-BPRS di
Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta?

2. Bagaimana praktik prinsip-prinsip GCG pada BPRS-BPRS di
Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta?

3. Bagaimana peran DPS dalam penerapan sharia compliance pada
BPRS-BPRS di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian

ini adalah:

1. Menganalisis penerapan sharia compliance pada BPRS-BPRS di
Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta.

2. Menganalisis praktik prinsip-prinsip GCG pada BPRS-BPRS di
Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta.

3. Menganalisis peran DPS dalam penerapan sharia compliance
pada BPRS-BPRS di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta.

®Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics) bulan
September 2011, diakses 7 Oktober 2011, www.bi.go.id.


http://www.bi.go.id/

10

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi dua hal, yaitu kegunaan

teoritis dan praktis:

1.
a.

Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan sebagai
pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan teori
tentang peran sharia compliance, Good Corporate Governance
dan peran DPS di bank syariah dalam penerapan sharia
compliance.

Sebagaimana dipaparkan di latar belakang masalah di atas bahwa
penelitian-penelitian terdahulu belum mengaitkan antara sharia
compliance, Good Corporate Governance dan peran DPS dalam
penerapan sharia compliance, maka kegunaan teoritis yang lain
dari penelitian ini adalah mengkaji ketiga hal tersebut secara
bersama.

Kegunaan praktis

Beberapa kegunaan praktis yang diharapkan dari hasil penelitian

ini adalah:

a.

C.

Memberikan masukan kepada Otoritas jasa Keungan (OJK)
untuk membuat kebijakan tentang penerapan GCG di BPRS
karena penerapannya sangat penting dalam rangka meningkatkan
nilai tambah (value aded) BPRS, melindungi kepentingan
stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan.

Memberikan motivasi kepada DPS untuk melaksanakan tugasnya
di BPRS dengan penuh amanah dan profesional dalam
mengawasi penerapan sharia compliance.

Apabila belum maksimalnya peran DPS dalam mengawasi
penerapan sharia compliance pada BPRS disebabkan kesibukan
DPS di tempat tugasnya dan pemahaman yang kurang terhadap
operasional bank syariah, maka OJK dan DSN-MUI DPS
diharapkan lebih selektif dalam pengangkatan DPS.
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E. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian tentang GCG, sharia compliance dan
peran DPS sudah banyak dilakukan. Berikut ini adalah penelitian-
penelitian terdahulu dalam masalah tersebut dan hasil-hasilnya:
1. Penelitian Good Corporate Governance (GCG)

Chapra dan Habib pernah melakukan studi empiris tentang
penerapan GCG pada bank-bank syariah di Bahrain, Bangladesh dan
Sudan. Subyek penelitiannya adalah regulator, pengelola dan
nasabah bank syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
menurut regulator, meskipun GCG sudah diterapkan di bank syariah
tetapi masih perlu ditingkatkan. Menurut pengelola bank, bank-bank
syariah yang menerapkan CGG kinerjanya termasuk kategori sedang.
Sedangkan, para deposan menginginkan agar mereka mempunyai
peran yang lebih dalam manajemen bank.?’

Lewis dan Algoud menulis sebuah buku tentang bank syariah
dengan judul Perbankan Syariah. Dalam buku tersebut disebutkan
bahwa mereka telah melakukan penelitian terhadap penerapan GCG
pada bank-bank syariah di Bahrain. Penelitian tersebut menunjukkan
bahwa struktur GCG di bank-bank syariah mempunyai peran yang
sangat penting dalam menjaga keberlangsungan dan perkembangan
bank-bank syariah.?®
2. Penelitian sharia compliance

Azrin dan kawan-kawan melakukan penelitian tentang sharia
compliance pada Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan Bank
Muamalat Malaysia Berhad (BMMB). Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa penerapan sharia compliance pada kedua bank
tersebut masih kurang. Kedua peneliti tersebut menyarankan agar

Z'M. Umer Chapra dan Ahmed Habib, Islamic Governance In Islamic
Financial Institutions, Islamic Development Bank (IDB), Islamic Research
Training Islamic Institute (IRTI), (Jeddah: King Fahd National Cataloging-in-
Publication Data, 2002), 121-123.

%Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaud, Perbankan ..., 208-239.
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pemerintah Malaysia lebih ketat dalam melakukan pengawasan
terhadap penerapan sharia compliance pada kedua bank.?®

Nur Kholis meneliti tentang sharia compliance dalam praktik
pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di
Kabupaten Sleman. Hasil penelitiannya adalah sebagian besar
prosedur pembiayaan pada lembaga tersebut telah sesuai dengan
prinsip syariah, penentuan margin dan bagi hasil dalam pembiayaan
ditentukan melalui negosiasi antara pihak LKMS dan nasabah, sikap
dan tindakan LKMS apabila terjadi keterlambatan pembayaran
nasabah telah sesuai dengan ketentuan syariah.*
3. Penelitian DPS

Grais dan Pallegrini melakukan penelitian tentang peran DPS
pada bank-bank syariah di dunia. Hasil penelitiannya menunjukkan
bahwa DPS menghadapi kendala dalam menjalankan perannya di
bank syariah, seperti keterbatasan dalam memberi masukan kepada
bank dan ketidakmandirian DPS dalam menyampaikan pendapatnya.
Anggota DPS di bank syariah yang menguasai keahlian dalam
bidang perbankan dan juga hukum Islam jumlahnya sangat sedikit.>

Yusuf Suhendi meneliti Peran dan Tanggung Jawab Dewan
Pengawas Syariah terhadap BPRS di Yogyakarta. Dari analisis yang
ia lakukan diperoleh hasil bahwa pengawasan yang dilakukan oleh
DPS terhadap BPRS belum maksimal. Komunikasi yang dibangun
antara BPRS dengan DPS masih kurang. Kesadaran BPRS bahwa
DPS merupakan bagian terpenting dari bank belum sepenuhnya
disadari, sehingga keikutsertaan DPS dalam kegiatan bank sehari-
hari tidak bisa dilakukan. Bahkan, kedatangan DPS terhadap BPRS
untuk melakukan pengawasan juga sangat jarang dilakukan.

®Haji Besar, Mohd Hairul Azrin dkk, The Practice ..., diakses 26
Desember 2011.

%Nur Kholis, Kajian..., 1-14.

$'Wafik Grais and Matteo Pellegrini, “Corporate. .., diakses 5 Juli 2009.

2yusuf Suhendi, Peran ..., 74.
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Abdul Hayyi meneliti tentang efektifitas pengawasan penerapan
sharia compliance pada BPRS-BPRS di Mataram oleh DPS. Hasil
penelitiannya menunjukkan bahwa pengawasan DPS terhadap
penerapan sharia compliance belum efektif. Faktor-faktor yang
mempengaruhi rendahnya efektifitas pengawasan adalah fasilitas dan
honorarium yang minim, produk yang tidak variatif, DPS diposisikan
sebagai sekunder dan kurangnya kordinasi dalam melakukan
pengawasan antara DPS, DSN dan Bl sehingga pengawasan
dilakukan seperti hanya oleh satu pihak.®

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang
telah dipaparkan di atas, maka sepengetahuan penulis belum ada
penelititan yang mengkaji tentang penerapan sharia compliance,
praktik prinsip-prinsip GCG dan peran DPS dalam penerapan sharia
compliance pada di BPRS-BPRS yang ada di wilayah Jawa Tengah
dan D. I. Yogyakarta. Sehingga, penelitian ini diharapkan
memberikan kontribusi tentang bagaimana peran DPS dalam
penerapan sharia compliance dan praktik prinsip-prinsip GCG.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam laporan penelitian disertasi ini disebar ke
dalam beberapa bab. Bab | berisi pendahuluan yang terdiri atas latar
belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,
telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika
pembahasan.

Bab Il berisi landasan teori yang berkaitan dengan tinjauan
umum BPRS, DPS, peran DPS, GCG dan sharia compliance. Dalam
pemaparan BPRS, dikupas tentang pengertian dan sejarah BPRS,
struktur kepengurusan BPRS dan kegiatan usaha BPRS. Pada
pembahasan DPS dikupas pengertian DPS, syarat-Syarat DPS dan
prosedur penetapannya, tugas dan tanggung jawab DPS dan laporan

8 Abdul Hayyi, Efektifitas..., 136-137.
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hasil pengawasan DPS. Pada pemaparan peran DPS juga di jelaskan
beberapa hal yang harus dilakukan oleh DPS sebagai pengawas
penerapan sharia compliance. Pada pembahasan GCG diuraikan
sejarah GCG, pengertian dan tujuan GCG, GCG di perusahaan, GCG
di perbankan dan GCG di perbankan syariah. Sedangkan, pada
pembahasan sharia compliance di paparkan kriteria-kritera yang
harus ada di dalamnya.

Bab 11l berisi metode penelitian. Pembahasan dalam bab ini
meliputi design penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan
sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa
data dan teknik pemeriksaan keabsahan data.

Bab 1V berisi hasil penelitian dan pembahasan. Pembahasan
pada bab ini diawali dengan pemaparan tentang gambaran umum
lokasi penelitian dan karakteristik responden. Pembahasan kemudian
dilanjutkan dengan hasil penelitian dan pembahasan tentang tiga hal
yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu menganalisis penerapan
sharia compliance, praktik prinsip-prinsip GCG, dan peran DPS
dalam penerapan sharia compliance pada BPRS-BPRS yang ada di
wilayah Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta.

Bab V berisi tentang simpulan keterbatasan penelitian dan
saran penelitian lanjutan.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Di bab ini penulis akan memapaparkan hasil-hasil penelitian
yang merupakan jawaban-jawaban atas tiga rumusan masalah yang
diajukan dalam penelitian ini:
1. Penerapan sharia compliance

Penerapan sharia compliance pada BPRS-BPRS di Jawa Tengah
dan D. I. Yogyakarta adalah dengan menjalankan operasionalnya
yang terhindar dari unsur riba, garar dan maisir baik dalam produk
funding maupun financing. Penerapan sharia compliance yang lain
adalah BPRS menyalurkan pembiayaannya pada usaha yang halal
dan mengelola zakat sesuai dengan ketentuan syariah.

Namun demikian, ada sebuah akad yang masih menyimpang dari
ketentuan syariah karena dapat diindikasikan masih mengandung
unsur riba, garar dan maisir tergantung sudut pandangnya, yaitu
transaksi pembiayaan mudarabah dan musyarakah. Dua transaksi
tersebut merupakan transaksi berbasis bagi hasil dan seharusnya
nisbah yang dibagi antara bank dan nasabah adalah pendapat aktual
(actual return), tetapi yang dibagihasilkan adalah proyeksi
pendapatan bukan pendapatan aktual.

2. Praktik prinsip-prinsip GCG

Praktik prinsip-prinsip GCG pada BPRS-BPRS di Jawa Tengah
dan D. |I. Yogyakarta adalah dengan menerapkan prinsip
transparansi, akuntabilitas, profesional dan kewajaran. Pertama, pada
penerapan transparansi BPRS-BPRS tersebut mempublikasikan
laporan keuangan dan kebijakan-kebijakannya seperti, ketentuan
tentang nisbah bagi hasil dan margin pembiayaan murabasah.
Kedua, pada penerapan akuntabilitas BPRS-BPRS tersebut
menetapkan sistem pengendalian internal, sistem penilaian kerja dan
standar etika bisnis yang tertuang dalam SOP pada masing-masing
BPRS.

203
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Ketiga, pada penerapan responsiblitas BPRS-BPRS tersebut
berpedoman pada peaturan-perundangan yang berlaku seperti dan
Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank
Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), fatwa-
fatwa DSN-MUI. Keempat, pada penerapan profesional semua organ
bank pada BPRS-BPRS tersebut dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya bersikap objektif dan bebas dari pengaruh atau
tekanan dari pihak manapun. Kelima, pada penerapan kewajaran
BPRS-BPRS tersebut memberikan perlakuan yang sama kepada para
pemangku kepentingan seperti nasabah, karyawan, calon karyawan
dan yang lainnya.

3. Peran DPS dalam penerapan sharia compliance

Peran DPS dalam penerapan sharia compliance pada BPRS-
BPRS di Jawa Tengah dan D. |. Yogyakarta adalah dengan
memberikan pengarahan dan motivasi kepada para pegawai bank
untuk menerapkan sharia compliance, mengawasi dan mengevaluasi
penerapan sharia compliance dan melakukan sosialisasi dan edukasi
tentang bank syariah kepada masyarakat.

Namun demikian, pelaksanaan peran-peran DPS tersebut belum
maksimal disebabkan oleh beberapa kendala sebagaimana
disampaikan oleh para Direksi dan juga dikuatkan oleh hasil
wawancara dengan para DPS serta hasil pengamatan penulis, seperti
kesibukan DPS di tempat tugasnya masing-masing, tidak adanya
ruang kerja khusus DPS, honorarium atau fee DPS dan pemahaman
DPS yang belum maksimal terhadap operasional BPRS.



B.

205

Keterbatasan Penelitian
Setelah melakukan pembahasan, menurut penulis dalam

penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1.

C.

Responden dalam penelitian ini hanya direksi BPRS dan anggota
DPS. Penelitian ini sebaiknya melibatkan beberapa responden
lain, seperti nasabah dan masyarakat sebagai data pembanding.
Penggunaan wawancara dilakukan kepada responden yaitu
Direksi dan DPS berdasarkan sampel, apabila wawancara
dilakukan kepada semua responden mungkin hasilnya lebih
beragam.

Penelitian ini hanya terbatas pada BPRS-BPRS di wilayah Jawa
Tengah dan D. I. Yogyakarta, mungkin hasil penelitiannya akan
berbeda apabila dilakukan penelitian di wilayah lain.

Saran Penelitian Selanjutnya
Dari beberapa keterbatasan penelitian sebagaimana disebutkan di

atas, maka berikut ini adalah saran-saran untuk penelitian
selanjutnya:

1.

Responden tidak hanya dibatasi dengan Direksi dan anggota
DPS, tetapi melibatkan nasabah dan anggota masyarakat.
Penggunaan wawancara dalam pegumpulan data tidak hanya
berdasarkan sampel, melainkan melibatkan seluruh responden.
Jumlah BPRS diperbanyak dan cakupan wilayahnya diperluas.
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NAMA DAN ALAMAT BPRS
DI JAWA TENGAH DAND. I. YOGYAKARTA
No Nama Alamat Telepon |Kabupaten| Propinsi
BPRS
1 Ikhsanul JI. Yos Sudarso 0287-472020 | Kebumen | Jawa
Amal Barat 8a Gombong Tengah
Kebumen
2 Buana JI.Mt.Haryono 267 | 0281-894888 | Purbaling | Jawa
Mitra Purbalingga ga Tengah
Perwira
3 Suriyah JI. Pemintalan No. | 0282-533558 | Cilacap Jawa
55 A Tambakreja Tengah
Cilacap
4 Bina JI Pramuka 219 0281-642302 | Banyuma | Jawa
Amanah S Tengah
Satria
5 Khasanah | JI. Sunan Bonang 0281- Banyuma | Jawa
Ummat No. 27 Tambaksari | 7617960 S Tengah
Kembaran
6 Arta Ruko No.7 Pasar 0281- Banyuma | Jawa
Leksana Wangon 7621314 S Tengah
7 Bumi Artha | JI.Tugu Barat 282-697616 | Cilacap Jawa
Sampang No0.39 Sampang Tengah
8 Gunung JI Gatot Subroto 0282-544088 | Cilacap Jawa
Slamet No0.91 B Cilacap Tengah
9 Sukowati JI Sukowati No. 0271-891186 | Sragen Jawa
Sragen (dh | 348 Sragen Tengah
PD.Sragen)
10 | Dana JI. Kh. Agus Salaim | 0271-740550 | Surakarta/ | Jawa
Amanah No. 18 Surakarta Solo Tengah
11 | Central JI. Gatot Subroto 0271-662532 | Surakarta/ | Jawa
Syariah 192 D Surakarta Solo Tengah
Utama
12 | Meru JI. Magelang- 0293-3281122| Magelang | Jawa
Sankara Yogyakarta KM 12 Tengah
Palbapang
Bojong.Mungkid
13 | Dana Mulia | JI. Kh. Agus Salim | 0271-727070 | Surakarta/ | Jawa
No. 10 Surakarta Solo Tengah
14 | Dharma JI. Sersan Sadikin 0272-326062 | Kota Jawa
Kuera No. 86A Klaten Klaten Tengah
Utara
15 | Asad Alif | JI. Sudagaran No. 0294-451593 | Kendal Jawa




213

20 Sukorejo - Tengah
Kendal
16 | Artha JI. Singosari Raya | 024-8419225 | Semarang | Jawa
Surya No0.33 Semarang Tengah
Barokah
17 | PNM JI. Tlogosari Raya | | 024-6702693 | Semarang | Jawa
Binama Ruko Anda Kav.3 Tengah
Semarang
18 | Artha JI. Hos 024-6924861 | Semarang | Jawa
Amanah Cokroaminoto No.1 Tengah
Ummat Ungaran
19 | Ben JI. A. Yani No. 35 | 0292-422920 | Grobogan | Jawa
Salamah Purwodadi Tengah
Abadi
20 | ArthaMas | JI. Raya Pati Tayu | 0295- Pati Jawa
Abadi KM 19 Waturoyo 4150400 Tengah
Pati
21 | Margirizki | JI. Gedongkuning 0274-370794 | Bantul D.I.
Bahagia No. 164 Yogyakarta
Banguntapan
Bantul
22 | Bangun JI Gedongkuning 0274-413552 | Bantul D.I.
Drajat Selatan 131 Yk Yogyakarta
Warga
23 | Dana JI. Ngasem No. 52 | 0274-375819 | Yogyakar | D.I.
Hidayatulla | A Yogyakarta ta Yogyakarta
h
24 | Barokah JI.Sisingamangaraja | 0274-374602 | Yogyakar | D.I.
Dana No.71 Yogyakarta ta Yogyakarta
Sejahtera
25 | Mitra Amal | JI Godean KM 4 0274-617725 | Sleman D.l.
Mulia No 19 D Yogyakarta
26 | Mitra JI. Prof. Herman 0274-589223 | Yogyakar | D.I.
Harmoni Yohanes No. 36 ta Yogyakarta
Terban
27 | Danagung | JI Magelang Km8 | 0274-869979 | Sleman D.I.
Syariah Sendangadi Mlati Yogyakarta
28 | Mitra JI. Kaliurang KM 0274-881159 | Sleman D.l
Cahaya 10 No 28 Ngaglik Yogyakarta
Indonesia Sleman
29 | FORMES | JI Magelang KM 0274-867575 | Sleman D.l
11a Sawahana Yogyakarta
Pandowoharjo
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Kepada Yth :
Para Direksi dan Anggota DPS pada BPRS di Jawa Tengah dan D. |. Yogyakarta

Di Tempat
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“PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM PRAKTIK PRINSIP-PRINSIP
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Kepada Yth :
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya Akhmad Faozan, Lc., M. Ag. adalah Mahasiswa Program Doktor
Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat ini,
saya sedang melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Disertasi dengan
judul “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Praktik Prinsip-Prinsip
Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Di Jawa Tengah Dan D. I. Yogyakarta”.

Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon kesediaan Bapak/lbu
untuk mengisi kuesioner penelitian ini. Direksi dimohon menjawab
pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan implementasi GCG (kuesioner
1). Sedangkan anggota DPS, dimohon menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
berkaitan dengan pemahamannya tentang GCG, perannya dalam
implementasi GCG dan penilaiannya terhadap penerapan kepatuhan pada
prinsip syariah di BPRS (kuesioner 2). Kami menjunjung tinggi kejujuran
Bapak/lbu dalam menjawab pernyataan-pernyataan tersebut. Jawaban dan
identitas responden hanya digunakan untuk kepentingan akademis dan akan
dijaga kerahasiaannya. Bantuan Bapak/lbu sangat saya harapkan demi
terselesainya penelitian ini.

Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner
penelitian ini, dengan rendah hati saya ucapkan banyak terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 1 Mei 2013
Hormat saya,

Akhmad Faozan, Lc., M. Ag.
NIM. 07.32.607/S3
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Identitas Direksi BPRS

D QO O T D

Nama L
Nomor HP L
Jabatan O
Instansi TPTBPRS....oiii
Alamat Instansi L
Lama menjabat sebagai Direksi PSP

Praktik Prinsip-Prinsip GCG Di BPRS

Dalam GCG terdapat lima prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, profesional dan kewajaran. Di bawah ini adalah pernyataan-
pernyataan yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG pada BPRS.
Bapak/Ibu Direksi BPRS dimohon untuk memberi tanda check list (V) pada kolom
yang sesuai menurut Anda.

1. Sebagai Direksi BPRS, sehubungan dengan penerapan prinsip transparansi pada
BPRS, maka saya:

Jawaban
Ya | Tidak

No Pernyataan

1 | Mempublikasikan informasi keuangan

2 | Kemudahan akses informasi layanan bank

3 | Informasi keuangan bank dipublikasikan di internet dan
Koran

4 | Penyampaian informasi bank lengkap, jelas dan
memadai

5 | Penyampaian informasi bank tepat waktu

Kebijakan yang diambil bank disampaikan ke publik

7 | Kebijakan bank tertulis dan dikomunikasikan kepada
pemangku kepentingan

(ep]

2. Sebagai Direksi BPRS, sehubungan dengan penerapan prinsip akuntabilitas pada
BPRS, maka saya:

Jawaban
Ya | Tidak

No Pernyataan

8 | Bank menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas
bagi masing-masing organ bank

9 | Kebijakan bank konsisten dan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku

10 | Bank membentuk sistem penilaian kerja

11 | Bank membuat sistem pengendalian internal

12 | Bank menerapkan etika bisnis dan pedoman perilaku




217

3. Sebagai Direksi BPRS, sehubungan dengan penerapan prinsip responsibilitas
pada BPRS, maka saya:

Jawaban
Ya | Tidak

No Pernyataan

13 | Bank mentaati peraturan perundangan-undangan yang
berlaku

14 | Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian

15 | Bank peduli pada masyarakat dan lingkungan sekitar
16 | Bank bertanggungjawab pada layanan yang diberikan
kepada nasabah

4. Sebagai Direksi BPRS, sehubungan dengan penerapan prinsip profesional pada
BPRS, maka saya:

Jawaban
Ya | Tidak

No Pernyataan

17 | Masing-masing organ bank dalam melaksanakan
fungsi dan tugasnya bebas dari benturan kepentingan
dan segala pengaruh atau tekanan

18 | Masing-masing organ bank dalam melaksanakan fungsi
dan tugasnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

19 | Masing-masing organ bank dalam melaksanakan fungsi
dan tugasnya sesuai dengan uraian tugas serta standar
operasi

20 | Masing-masing organ bank menghindari terjadinya
dominasi dan intervensi dari pihak manapun

21 | Bank bersifat objektif dalam mengambil keputusan

5. Sebagai Direksi BPRS, sehubungan dengan penerapan prinsip kewajaran pada
BPRS, maka saya:

Jawaban
No Pernyataan Ya | Tidak
29 Bank menetapkan aturan yang melindungi kepentingan
pemangku kepentingan
93 Semua kepentingan pemangku kepentingan

diperlakukan sama

24 | Bank bersikap adil dalam penerimaan pegawai
Bank memberikan kesempatan yang sama kepada

25 ) .

pegawai dalam berkarir dan melaksanakan tugasnya
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Bank memberikan kesempatan kepada pemangku

26 | kepentingan untuk memberikan masukan, kritikan dan
keluhan

97 Masukan, kritikan dan keluhan ditindaklanjuti oleh
bank

..................... PR

Direksi PT.



Identitas Anggota DPS

—- oS KQ DO o O TP

>

Nama

Alamat rumah

Nomor HP

Latar belakang pendidikan
Instansi :PTBPRS........... ...
Lama bekerja sebagai DPS
Pekerjaan lain selain sebagai DPS
Pelatihan DPS yang pernah diikuti
Sertifikasi DPS yang pernah diikuti :

Peran DPS Dalam Praktik Prinsip-Prinsip GCG Di BPRS
Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di bank syariah adalah
mengarahkan operasional bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah, menilai
dan mengawasi penerapan prinsip syariah, turut serta dalam memasarkan bank
syariah dan meminta fatwa kepada Dewan Syarian Naional Majelis Ulama
Indonesian (DSN-MUI) apabila ada produk atau jasa baru bank syariah. Di bawah
ini adalah pernyataan-pernyataan yang berkaitan peran-peran DPS tersebut.
Bapak/lbu anggota DPS dimohon untuk memberi tanda check list (V) pada kolom
yang sesuai menurut Anda.
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No

Pernyataan

Jawaban

Ya Tidak

1

DPS memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan
nasehat kepada direksi bank mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan aspek syariah dengan jelas dan
lengkap

DPS memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan
nasehat kepada direksi bank mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan aspek syariah

DPS dalam memberikan pengarahan, pemikiran, saran

dan nasehat kepada direksi bank mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan aspek syariah mengacu kepada fatwa
DSN

DPS bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak
manapun dalam memberikan pengarahan, pemikiran,
saran dan nasehat kepada direksi bank mengenai hal-
hal yang berkaitan dengan aspek syariah

DPS bersedia menerima masukan dan kritikan dalam
memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasehat
kepada direksi bank mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan aspek syariah




220

DPS mencermati, memeriksa, mengkaji dan menilai
implementasi fatwa DSN pada semua operasional bank

DPS secara konsisten mencermati, memeriksa,
mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN pada
operasional bank

DPS dengan teliti mencermati, memeriksa, mengkaji
dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional
bank

DPS bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak
manapun dalam mencermati, memeriksa, mengkaji dan
menilai implementasi fatwa DSN pada operasional bank

10

DPS bersikap obyektif dalam mencermati, memeriksa,
mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN pada
operasional bank

11

DPS mengawasi semua implementasi fatwa DSN pada
operasional bank

12

DPS secara konsisten mengawasi implementasi fatwa
DSN pada operasional bank

13

DPS dalam mengawasi implementasi fatwa DSN pada
operasional bank berpedoman pada peraturan yang
berlaku

14

DPS bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak
manapun dalam mengawasi implementasi fatwa DSN
pada operasional bank

15

DPS bersedia menerima masukan dan kritikan dalam
mengawasi implementasi fatwa DSN pada operasional
bank

16

DPS melakukan sosialisasi dan edukasi bank syariah
dengan jelas dan lengkap kepada masyarakat

17

DPS secara konsisten melakukan sosialisasi dan edukasi
bank syariah kepada masyarakat

18

DPS melakukan sosialisasi dan edukasi bank syariah
kepada masyarakat karena hal ini merupakan bagian
dari tanggung jawabnya

19

DPS bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak
manapun dalam melakukan sosialisasi dan edukasi bank
syariah kepada masyarakat

20

DPS bersedia menerima masukan dan kritikan dalam
melakukan sosialisasi dan edukasi bank syariah kepada
masyarakat

21

DPS berperan sebagai perantara antara bank dengan
DSN untuk mengkomunikasikan usul dan saran
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pengembangan produk baru yang memerlukan kajian
dan fatwa DSN dengan lengkap dan jelas

22 | DPS berperan sebagai perantara antara bank dengan
DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran
pengembangan produk baru yang memerlukan kajian
dan fatwa DSN

23 | DPS berperan sebagai perantara antara bank dengan
DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran
pengembangan produk baru yang memerlukan kajian
dan fatwa DSN karena merupakan tanggungjawabnya
24 | DPS sebagai perantara antara bank dengan DSN bebas
dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun dalam
mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan
produk baru yang memerlukan kajian dan fatwa DSN
25 | DPS sebagai perantara antara bank dengan DSN
bersedia menerima masukan dan kritikan dari pihak
manapun dalam mengkomunikasikan usul dan saran
pengembangan produk baru yang memerlukan kajian
dan fatwa DSN

B. Penerapan Shariah Compliance

Penerapan GCG di bank syariah harus memenuhi kepatuhan pada prinsip syariah
(shariah compliance). Di bawah ini adalah pernyataan-pernyataan yang berkaitan
dengan penerapan prinsip-prinsip syariah pada BPRS. Bapak/lbu Anggota DPS
dimohon untuk memberi tanda check list (\) pada kolom yang sesuai menurut
Anda.

Sebagai DPS, sehubungan dengan penerapan prinsip syariah pada BPRS, maka
saya:

Jawaban
Ya Tidak

No Pernyataan

1 | Pengambilan keuntungan bank dalam transaksi jual
beli dan sewa didasarkan pada lama pembiayaan

2 | Pembagian bagi hasil dalam transaksi mudharabah
dihitung dari hasil proyeksi pendapatan atau perkiraan
3 | Bank memberikan bagi hasil kepada nasabah sesuai
nisbah dari pendapatan bank

4 | Penentuan harga jual barang dalam murabahah
mempertimbangkan nilai waktu uang

5 | Dalam transaksi mudharabah dan musyarakah tidak
ada laporan pendapatan dari nasabah
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6 | Bank menetapkan bagi hasil berdasarkan ekuivalensi
tingkat suku bunga

7 | Dalam transaksi murabahah tidak ada kwitansi
pembelian barang dari nasabah

8 | Dalam transaksi musyarakah perhitungan nisbahnya
berdasarkan proyeksi pendapatan

9 | Bank memberikan hadiah kepada nasabah dari bagian
hasil pendapatannya

10 | Bank hanya menyalurkan pembiayaan pada keuntungan
yang benar-benar halal

11 | Dalam transaksi murabahah bank menjelaskan harga
perolehan barang dan keuntungan yang diinginkan

12 | Dalam transaksi musyarakah bank meminta hasil
sesuai proyeksi bank

13 | Bank melaporkan laporan keuangannya kepada
nasabah penyimpan

14 | Bank membayar zakat sesuai ketentuan syar’i

15 | Bank memberikan infak dan shadagah untuk aktifitas

sosial
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Janatan 1 Dizektur Uteym M. BN Thhanewl el
Alaoat : Dk. Sazalsla Pr.o0z/sx.00s Dean Nedawung,

Koo, Pejagosn, Kab. Kekuver..

Maneranghan dengen seienarnya badtss

Kana t Akthuad Fwozan, 2., L&, M.Ag.
NIM 1 07.32.607582

Tuwpat/Tol lanir | CEilaoep. 1T Demsskar 1974
Mahianiana : Pregram Coktoxr |123) Studi [4lam
Eazmpus : UIW Sueun Kalllaga Yogyakarte
Funxsetrant : Kkcoomst Islam

Teppat Yugao | OTATN Purwolssto

Telah melabukan penelltian 91 PT. BFR8 Txhsaoul Aswl Gastong ontuk
panulisan Diswctasi yang Derjuosl |« “PERAN DENRN AYARIAH (DEG) DALAM
PRAKTEN GOOU CORPOMATE GOVENMANCE (GO0 PADA BASK FEMBIATAAN PANYAT
AVARIAN (BFPRI} O JANA TENTAN DAM O.1. YOSYANARTA™.

pesikian  seXat  ketorangsn  penslitian  ind  ditcat  antuk | cdpak
cipergunakan MEIgLLOAGE RODTLNYS,

Gontang, 16 Tebrsary 7015
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SURAT KETERANGAN

No. 295A/09/BPRS Suriyah/VII/2013

Direksi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah dengan ini menerangkan
bahwa :

Nama : Akhmad Fauzan, Lc, M.Ag.

Judul Disertasi : Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam
Praktik Good Corporate Govermance (GCG) pada
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa
Tengah dan D.I Yogyakarta.

Benar telah melaksanakan penelitian pada tanggal 1 Juni s/d 1 Juli 2013 Di BPRS
Suriyah Cilacap. '
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

Cilacap, 08 Juli 2013

A Mujahid
Direktur Utama



BANK SYARIAH BAS
BPR Syariah Bina Amanah Satria

BAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama
Jabatan

Menerangkan bahwa :

Nama

Program Studi

SURAT KETERANGAN
35 /DIR-BAS/IV/2014

: Anggoro Wignyo Saputro, SE
: Direktur PT BPRS Bina Amanah Satria

: H. Akhmad Faozan, Lc.,M.Ag.
: Program Doktor Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
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Perbankan Syariah

telah melaksanakan Penelitian di PT BPRS Bina Amanah Satria dalam rangka disertasi
dengan judul “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Praktik Prinsip-Prinsip Good
Corporate Governance (GCG) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Jawa
Tengah dan D.I . Yogyakarta. Adapun penelitian tersebut telah dilaksanakan pada bulan

Pebruari 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan seperlunya.

Purwokerto, 23 April 2014
PT. BPRS Bina Amanah Satria

)

N &Y,
Anggoro Wigriyd Saputro, SE
Direktur
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PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
6@* Kuasanan Ummar

Lebih A h Dalam Ber lah

SURAT KETERANGAN
Nomor : 058/02/KU/V/2014

Kepada Yth.
Pimpinan UIN SUNAN KALIJAGA
J1. Marsda Adisucipto

Yogyakarta, 55281
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firdaus Effendi, SH., MSI.

Jabatan : Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat

Alamat : J1. Sunan Bonang, No. 27 Tambaksari
Kembaran, Banyumas
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Perbankan Syariah

Dengan ini menerangkan bahwa H. Akhmad Faozan, Lc., M. Ag. Mahasiswa Program
Doktor Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adalah
benar-benar telah melaksanakan penelitian di BPRS Khasanah Ummat dengan judul
»Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Praktik Prinsip — Prinsip Good
Corporate Governance (GCG) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di

Jawa Tengah Dan D. L. Yogyakarta”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya, Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Banyumas 07 Mei 2014

Kantor Pusat :

JI. Sunan g No. 27 i b - Banyumas
Telp. (0281) 7617960, 6843115 Fax. (0281 ) 68431 15

email : khasanahummatbprs@yahoo.com

Kantor Kas Purwokerto Barat : Kantor Kas Sumpiuh :
JI. Kertawibawa No. 9 Purwokerto Barat Kios No. 26 Pasar Sumpluh Sumpiuh, Banyumas
Telp. (0281) 6840207 Telp. (0282) 497794

e

Kantor Kas Cerme :
JI. Raya Beji No. 3A, Purwosari, Baturraden
Telp. (0281? 6841279



BPR SYARIAN
BUMI ARTHA SAMPANG

we wens L Vg Sarwt N IV Tatp, #0200 $4TRIA Tue, (¥ WPATY, Nampung TIIT - M Thavmp re—

SURAT RETERANGAN PENELITIAN

Derckst PT, BPR Svariah Bumi Anba Sampang, dengan im meneranghan bahwa nams di hawah i

Nama Akhmad Faozan
NIM 07.32.007/53
Judul Disertasi Peran Dewan Pengawas Syanah (DPS) Dalam Praksik Prinsip-

prirsip Good  Corporate Govemance (GCG) pada Bank Pembiayaan
kv Syunal (BPRS) o Juwa Toggal da D1 Yoo ahaeta

Telah melakukan peoelitian &1 FT BPR Syariah Bumi Artha Sampang selama 3 (tiga) bulsn dast
bulm Nopensher 2014 sampai dengan Januan 2015,

Sampang - Cilacap. 12 Febnann 2015
FT.BPR Sy anah Bumi Artha Sampang
o, SVAR

227



228

TS AN
P, EZ2S GUNUNG SLAMET
P ciacar N
SURAT KETERANGAN
No 0072 V/BSGSTV/2014

Direksi PT, Bank Pembiayzan Rakyat Syariah Gunung Slamet dengan iné menerangkan bakwa

Nams Akhmad Faaan, 1o M Ag

Judul Disertasi : Peran Dewan Pengawas Syaniah (DPS) Dalam Praktik Good Corporate
Govermance (GCG) pada Bank Pembiayasn Rakyat Syariah (BPRS) di
JawaTengah dan D 1 Yogvakans

Benar telah melaksanakan penelitian pada tanggal ! Jani /d 1 Jali 2013 di BPRS Gumung Slamet

Cilacsp
Demikian surat keterangan m diboat untuk dapst digusakan sebagaimans mestinya.

-

Lok A O, wohicn so M Cloooe Tep QRSN Fow 02301520650
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BANK SYARIAH =
MERU SA A% m

SURAT KETERANGAN
No.003/DIR/BPRS MS/V/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sutopo Budi Santosa, SE
Jabatan : Direktur PT. BPRS Meru Sankara
Alamst : JL Magelang ~ Yogya Km.12 Palbapang Bojong Mungkid Magelang

Menerangkan dengan sebeaarmnya bahwa :
Nama : Akhmad Faozan, H., Le,, M.Ag.
NIM UL S2Z000/SS
Tempat/Tgl l‘hr Cilacap, 17 Desember 1974
Mahasiswa : Program Doktar (S3) Studi Islam
Kampus : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Konsentrasi ¢ Ekonomi Islam

Tempat Tugas  : STAIN Purwokerto

Telah melakukan penclitian di PT. BPRS Meru Sankara Magelang untuk penulisan
disertasi yang berjudul : “PERAN DEWAN SYARIAH (DPS) DALAM PRAKTEK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH (BPRS) DI JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA".

Demikian surst keterangan penelitian imi dibuat untuk dapat dipergunakan schagaimana
mestinya.

Magelang, 13 Mei 2014

PT. BPRS MERU SANKARA
DIREKSI

UK SYARIAM ]

/‘4,

I Magmiang - Joghs Kre. 1] Peffepeng, Murghed, Megeteng Tep, (D092) 323 1322 128 1133, Fre (0005) 128 11101, enal | oxusdnhofy oo 200




230

) ASAD ALIFES

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Asscfoomy’avaikum Wr, WS,

Yang Dertanda tangan & bawah inl -

Nama = Muhsemad Azmd Munif, AMd

Jabatan : Direktur BPRS Asad Alif
o«mbtwma

Nems 7  Akhmad #aozan, 1t MAg

M : 07.32.607/53 |

Tervgatftal Lahir : Cllacap, 17 Desember 1974
sty : Prosens Dubbur (33) Studi e
Kormentrasl : Ekomomni lshm .
Tempat Tugas = STAIN Purwokento

Yang bersargluges benar-denar telah mebikukan penelftian ¢ tempat e untus

it P
Mmmrmmnmvmwnnmm
Dt JAWA TENGAM DAN D.1.YOGYARARTA"

Demiidan sirot beterargan ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimns mestioya.
Wssafonmu olavkum Wr. Wi

Kantor Pusat | JI Samian No. 30 Ds. Kebuman, Sukomio - Kendal
Telo (0204 ) 451583, 451791 Fax. | 0254 ) 451218 E.mal - aalecafDyahoo oo

Kantor Kas Ngadirejo : JI Ruys Ngadrepo Km 05 Koo Ngadirgjo Kab, Temanggung Telp, (0293) 593157
Kantor Kas Bargas  : JL Raya Semarang - Sawean Km. 28 Kec, Bargas Kab. Semarang Telp. (024) 6522511

Kartor Kas Dr. Cipto = JL Dr, Cipto No. 152 Semarang { Kerglek SPBU Dr, Cplo | Telp, (024) 3512158
Kantor Kax Boja < JI Baringn Pasar Ecja No.02 Koo, Boja Kab. Kendal Talp. (0204) 571091 ‘
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AT Bank Pamdiayaan Rakyat Syarah

PNMBinama

No : (MI/BPRS-PNM Binamu/E/IX/2013 Semarang, 24 Dzulga'dab 1434 H
30 September 2013 M

Kepada Yth,

Bapak Alfn

Perum Pasir Indah Blok L/29

Purwokerto

Perifal ; Penyampaian Kuisonce Dircks! dan DPS

Asvalamy ‘alaikum Wr, Wh,

Alhamduiiliahirobbll ‘alamin. Sholawat dan salam semoge senuntiass tercursh pada junjungan kita
Nohi Besar Muhammad SAW, Keluarga dan para Sababatnys.

Menanggapi Surat No UIN.02/PP<PP.00.9/ /2013 peribal Permobonan Ijin Penclitian, maka
bersama ini kami sampaikan Kuisoner untuk Dircksi dan DPS, scbagnimnna terlampir.

Demikian kami sanpatkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan tecima kasib,

Wassalamu ‘alatkum Wr. Wh.

-

Ahmad Mujuhid M.S,

. i

Direktur Utama

.
FTOONS PAN Bhara

11 Aot Soskorne Mot No. 9 Serraseyg L
Togs 1 Faur WJNPN‘M Pk Jatar! o Blck C Mo 3 £ Mgewep Tiwes Vo 192
e tat-youisri [~ren rmin. ~gp iiduinad
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Ramah Amanah Berkah

P, BPR SYAR! AH ARTHA Mas Apkor 13D

P —

SURAT
No. 386/SB-AMA/11/2014

Yang bertands tasgan di bawab ini,

Nama : Mumu Mubarok

Jabatan : Digektur PT. BPR. Syari“ah Artha Mas Abad|

Alsmst : J1. Raya Pati -~ Tayu Km. 19 Wateroyo Margoyoso Pati
Meocrangkan dengan sesunggubmya bahwa,

Nama : Akherad Faozan, Le., M Ag.

NIP - 1974121720031 21006

TTL : Cilacap, 17 Desember 1974

Statas : Program Doktor Ekomomi Fefam UTN Sunan Kalljaga Yogyakarta

Benar — bemar telsh melakwkan penelition di PT. BPR Syari’sh Artha Mas Abadi pada tanggal
02 Januari 5.d 28 Februsri 2013 dengan tema Perun Dewsn Pengawas Syari'sh (DPS) Dakam
Praktik Good Corperate Govermance (GE'G) Pada Bank Pemblaysan Rakyat Syari‘ak
(BPRS) Di Jawa Teagah dan D.L Yogyaka ria. '

Demikian surat keterangan ind dibuat untuk dagunakan scpeclusya

Margoyaso, 28 Februan 2014
PT.BPR Syariah Artha Mas Abadi




% /w“ 3

No. 35 UM-DH/V/2(014

Assalamu'alaikum Wr, Wo.

Kabag Operasional PT. BPR SYARIAH DANA HIDAYATULLAH, dengan
ini menerangkan bahwa :

Nama : AKHMAD FAOZAN, Lo, M.Ag.
NPM : 07,92.607/53

Jurusan : EKONOMI ISLAM

telah melaksanakan per ran Dewan Pengawss
Syarish (DPS) Dalam F te Governance
(GCG) pada Bank Pembi awa Tengah dan
D.L Yogyakarta®

Demikian surat Keterang dipergunakan
sebagaimana mestinya.

ta, 06 Mei 2014
A HIDAYATULLAH "
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PT, BPR SYARIAH MITRA AMAL MULIA

Assalamu alaikum Worak llahs Waborakatuk

Menunjuk surat no : UIN.02/Pps/PP.00.9/1155¢/2013 perihal Permohonan Jjin Penelitian, kami

menerangkan bahwa :
Nama : Akhmad Faozan, Lc.,M.Ag.
NIM : 07.32.607/53
Konsentraci + Fanaeni [slam
Mahasiswa ¢ Program Doktor {S3) Studi Islam .
Tempat Tugas : STAIN Purwokerto

Telsh mefakukan penelitian disertasi di PT. BPRS Mitra Amal Mulia yang berkedudukan di JI.

Ringroad Barat No. 9 Demak ljo, Gamping, Sleman, Yogyakarta dengan judul “PERAN DEWAN
PENGAWAS (DPS) DALAM PRAKTIK PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI JAWA TENGAH DAN DIY".

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu alaikum Worahmatullahs Wabarakatuk

Yogyakarta, 17 Mei 2014
PT. BPRS Mitra Amal Mulia

Kaner -
B G Sweenan DIY 55280
Ymmn m 4535654, A5IASHE Fax. 0274 - 4539560
_ Emad : bprs_mamByohoo oo




PT. BPR Syerich
MITRA HARMON! YOGYAKARTA

Nomor : 33/BPRS-MHY /DIR/111/2014

Direksi PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta menerangkan, bahwa yang bersangkutan
dibawah ink

Nama : H. Akhmad Faozan, Lc, MAg
NIM :07.32.607/53
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Benar-benar telah mengadakan penelitian di PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta dengan
mengambil topik :

“PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM PRAKTIK PRINSIP-PRINSIP
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
(BPRS) DI JAWA TENGAH DAN D.L YOGYAKARTA"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 03 Maret 2014
PT. BPRS Mitra Harmonl Yogyakarta

AL Prot. Yohanes No.36
Terban, Gondokuiuman, Yogyakara
Telp. |0278) 589223
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BANK SYARIAH FORMES

PT.PPRSYARIAHNFORMES

Bismillaghir rakmaanirrakiiv
Dhemgar rwras Al yeng Mada Fragaath lag Maks Peapasacg

‘- l - .-l &H
Assalamualaloun Wr, Wo,
Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama Penyelis : SUGENG RIYAIT
Instanss : PT BPRS FORMES

menystakan bahwa peserta Penelitian becikut iniz

Nansa Mabasiswa : H. Akhmad Facean, Le., M.Ag,
Nomot Induk Mahasiswa : 07.32.607/53
Universitas/ Fak/Jurusan : UIN SUNAN KALIWJAGA/PROGRAM DOKTOR EXONOMI ISLAM

Tedah medakukan peoditian di mstans Kami PT. BPRS Formes sesuni dengan Kerangka Acvan selama
1 Bulan, dars tanggal 06 Janan sampai dengan 06 Febosarn 2014,

Demikian surst Keterangan penelitian ini kami bust, semoga dapat dipergunakan sehagai mana
estiny i,
Wassalamu'slaikum Wr, Wb,

1 Yogyakarta, o7 Februari 2014
Penyelia,

A ()uFs H&;

(SUGENG RIYADI)
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REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN
TENTANG PENERAPAN SHARIA COMPLIANCE
PADA BPRS-BPRS DI JAWA TENGAH DAN D. |. YOGY AKARTA

No BPRS Riba Garar Maisir Halal Amanah zakat Jumlah
1 2 3 1 2 13| 1 2 3 1 1 2 3 1 2 Jawaban
1 2 2 1 2 1 11| 1 2 1 1 1 1 2 1 1 10
2 1 2 1 1 1|1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 13
3 1 1 1 1 1 |1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 11
4 1 2 1 2 1 1| 2 2 2 1 1 2 2 1 1 ]
5 1 2 1 2 11| 1 2 2 1 1 2 2 1 1 9
B 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 10
7 1 2 1 1 1 |1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 12
8 1 2 1 1 11| 1 2 1 1 2 1 1 1 1 12
9 1 2 1 1 111 1 2 1 1 1 2 1 1 1 12
10 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 12
11 2 1 1 1 1 1| 1 2 1 1 1 1 1 1 1 13
12 2 1 1 2 1 |11 1 2 1 1 1 2 1 1 1 11
13 2 2 1 1 111 1 2 1 1 2 1 1 1 1 11
14 1 2 1 2 1 1 2. 2 2 1 1 i i 1 1 8
15 2 2 1 2 1 |1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 9
16 2 2 1 2 2 11| 1 2 2 1 2 2 B 1 1 &
17 2 2 1 2 2 11| 1 2 2 1 2 2 2 1 1 6
18 1 2 1 2 1 |1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 9
19 2 1 1 1 21211 2 2 1 1 2 B 1 1 8
20 2 2 1 2 2121 1 2 1 1 1 2 2 1 1 7
21 1 1 1 1 1 1] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
22 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 13
23 1 1 1 1 1 |1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 13
24 1 1 1 1 1 |1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 13
25 1 2 1 1 111 1 2 1 1 1 1 2 1 1 12
26 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
27 1 1 1 1 1 1] 1 1 2 1 1 1 2 1 1 13
28 2 2 1 2 1 |1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 10
29 1 2 1 2 111 1 2 1 1 1 2 1 1 1 11
Jumlah 16 11 ( 29 16 23 | 26| 25 3 17 | 29 25 17 15 | 29 29 310
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REKAPITULAS JAWABAN RESPONDEN
TENTANG PRAKTIK PRINSIP-PRINSIP GLG
PADA BPRS-BPRS D4 JAWA TENGAH DAN D. |, YOGYAKARTA

No BPRS Transparansi Aluntabilitas Responsibilitas Profesional Kewajarman Jmil

:
;
:
=l
:

il 4 5 1 2 |E[4 1) 2|E 4512 34| 5|6 |Jawaban

3 T 3 3 3 3 3 3 3 3 3 T 2 6

ka
B | | P | L
"
"
"
"
"
"
"
"

26

¥
¥
b
b
¥
¥
¥

L[ 1 26

s
[
[
L
[
[
[
F
L

P | B
.
.
"
"

11 26

23

-

26

-
-
s
s
S L L
-
s
k3
i
| e |
s
-
-
b | =
b | =

:‘LEJ\'.E'\-J'J'\IU"J:L-\JJ
kd
-
s
i
-

1 1 1 1 1 1 1 1 1[1 1 1 1 {1 [1]1 ILj1]1]1 1 1L]11]1 7
1 1 F] 1 1 1 1 1 1)1 1 1 1 Lji1j1(1)j1] 1111 1 L]1]1 26
2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1]1 23

ol L

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1]1 7
12 1 1 ] 1 1 ] 1 1 1|1 1 1 1 1 (i1 ]1j1fj1]1)1]1]|1 1 1]1]1 23
13 1 1 2 2 1 2 1 1 1|1 1 1 1 1|11 ]|]1]1|1]1])1]1]|2 1 1]1|1 23
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